
1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Surnatera Selatan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569};

a. bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat 3 Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 Tentang Pedornan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi .
" Keputusan Pirnpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 .dijadikan Dasar Penetapan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah"; .

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD)yang diajukan sebagairnana
dirnaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari
rencana kerja Pernerintah Daerah Tahun 2015 yang
dijabarkan dalam Kebijaksanaan Urnurn APBD serta
prioritas dalam Plafon Anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pernerintah· Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Ogan
Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;

BUPATIOGANKOMERINGILIR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH
KABUPATENOGANKOMERINGILIR

TAHUNANGGARAN2015

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR
NOMORBTAHUN2014
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Mengingat:

Menirnbang:



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangurian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

4. Undang-Undang .Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang - un dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor42~6);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang - Undang Nomor. 15.·Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
.Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan
Lembaranm Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomdr 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan .Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090));

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4659);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502)j'

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembar~n Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara. Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 ~Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5272);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21 Tahun 2011;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedorrian Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor39 Tahun 2012;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2015;
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(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 138.652.983.242,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.298.711.325.305,00
c. Lain-Iain pendapatan daerah Rp. 163.355.627.100,00
yang sah

0,00Rp.

82.058.212.587 ,00Rp.

Rp. 1.600.719.935.647,00

Rp. 1.682.778.148.234,00
Rp. 82.058.212.587,00

Rp. 88.058.212.587,00
Rp. 6.000.000.000,00

Pasal2

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun
berkenaan . .

Pembiayaan neto

2. Belanja Daerah
Defisit

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

1. Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
berikut:

Pasal 1

PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR
TENTANG."ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
ANGGARAN2015

MEMUTUSKAN:

BUPATIOGANKOMERINGILIR

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH
KABUPATENOGANKOMERINGILIR

Dengan Persetujuan Bersama
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(1) PembiayaanDaerah sebagaimanadimaksud dalam pasal I terdiri dari:
a. Penerimaan Rp. 88.058.212.587,00
b. Pengeluaran Rp. 6.000.000.000,00

Pasal4

(3) Belanja Langsung terdiri dari be1anjapegawai, belanja barang dan jasa
dan belanja modal sebagaimanadimaksud pada ayat (1)hurufb
sebesar Rp. 857.765.895.976,00

(2) BelanjaTidakLangsungsebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf a
terdiri dari jenis belanja
a. Belanjapegawai Rp. 727.991.108.360,00
b. Belanjasubsidi Rp. 1.345.085.000,00
c. Belanjahibah Rp. 3.388.710.000,00
d. Belanjabantuan sosial Rp. 4.722.200.000,00
e. Belanjabagi hasil Rp. 28.879.701.158,00
f. Belanjabantuan keuangan Rp. 57.935.447.740,00
g. Belanjatidak terduga Rp. 750.000.000,00

(1) BelanjaDaerah sebagaimanadimaksud dalamPasal1 terdiri dari
a. BelanjaTidakLangsung Rp. 825.012.252.258,00
b. BelanjaLangsung Rp. 857.765.895.976,00

Pasal3

(3) Dana Perimbangansebagaimanadimaksud pada ayat (1)hurufb terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil Rp. 278.681.696.305,00
b. Dana alokasi umum Rp. 931.158.869.000,00
c. Dana alokasi khusus Rp. 88.870.760.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daercthyang sah sebagaimandiniaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak Rp. 38.191.154.100,00
dari Propinsi

b. Bantuan Keuangandari provinsi Rp. 20.855.215.000,00
c. Pendapatan Lainnya Rp. 104.309.258.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajakdaerah Rp. 72.459.441.117,00
b. Retribusidaerah Rp. 6.163.149.150,00
c. Hasilpengelolaankekayaan Rp. 6.500.000.000,00
daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli Rp. 53.530.392.975,00·
daerah yang sah
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11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran Ini;

10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain­
lain;

9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan
Perjabatan

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

4. Lampiran IV Rekapitulasi .Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan.

3. Lampiran III Rincian APBDmenurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi SKPD,Pendapatan, .Belanja dan Pembiayaan

2. Lampiran II Ringkasan APBDmenurut Urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi SKPD;

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal5

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SILPAtahun anggaran Rp. 45.750.000.000,00

sebelumnya
b. Penerimaan kembali pemberian Rp. 1.855.140.687,00

pinjaman
c. Penerimaan piutang daerah Rp. 40.453.071.900,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Penyertaan modal (Investasi) saham Rp. 5.400.000.000,00
Pada Bank Sumsel

b. Penyertaan modal (Investasi] saham
Pada Perusahaan Daerah Bende
Seguguk Rp. 600.000.000,00
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Dinas PPKAD Kab. OKI, Public 2014, ABUR yow, APBD-P 2014 dan APBD 2015

LEMBARANDAERAH KABUPATENOGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014
NOMOR: ~

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 3.0ktober 2014

SEKRETARISDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR,

BUPATIOGANKOMERINGILIR,

~

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal31 Oktober 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir. '-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tangga11 Januari 2015.

Pasal7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal6

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
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